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ia tahun 1996 dipertanyakan tentang
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Hak Politik

Di tingkat nasional, RUU
Kementerian Negara Pasal 14 Ayat (2)
mevebut Kementerian Pemberdayaan

Perempuan atau KPP sebagai
kementerian vang dapat diadakan bila
diperlukan Meskipun  dpat
diperdebatkan pilihan untuk tetap
mengadakan kementerian khusus
untuk mengurusi masalah perempuan
atau isu perempuan dimasukkan di
dalam program setiap departemen,
tetapi melihat lambatnya kemajuan
pemerintah kemajuan pemerintah
dalam melaksanakan ketentuan
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Perempuan
(CEDAW), belum waktunya KPP
ditiadakan. Salah satu cara menghapus
diskriminasi adalah membuat
peraturan yang lebih sensitif gender.

Sebelum pemilu 2004 wacana
keterwakilan perempuan 30 persen di
lembaga-lembaga pengambil
keputusan publik dibincangkan
terbuka hasilnya lagir Undang-Undang
Pemilu Tahun 2003. pasal 6 Ayat (1) UU
itu menyebutkan, “Setiap parpol
peserta pemilu dapat mengajukan calon
anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten /kota untuk setiap daerah
pemilihan dengan memperhatikan
keterwakilan perempuan sekurang-
kurangnya 30 persen.”

Pasal itu sendiri terbukti menjadi
pasal karet karena tidak meng-
haruskan parpol melaksanakan
ketentuan itu dan tidak ada sanksi bagi
yang tidak melaksanakannya. Yang
lebih mengecewakan lagi, meskipun
banyak parpol yang menempatkan
perempuan sebagai calon legislatif,
tetapi mereka ditempatkan pada nomor
urut besar. Padahal, sistem pemilu pada
2004 menetapkan bila calon pada nomor
urut pertama tidak mendapat suara
cukup, suara dari calon bawahnya
diberikan pada nomor urut dj atasnya.

Cara yang deskriminatif terhadap
setiap calon tersebut memangkas
banyak perempuan calon yang
mendapat suara lebih banyak daripada
(laki-laki) calon legislatif yang berada

pada nomor urut kecil

Mengikis Jargon
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Prof. Dr. Saparinah Program Kajpan
Wanita Fakultas
Universitas Indonesia dan Komnas

Pascasarjana

Perempuan melihat penghargaan atas

kerja perempuan tersebut sebagai
momentum untuk bekerja konkret
mencapai Tujuan Pembangunan
Milenium (MDG)

Saparinah berpendapat, MDG yang
belakangan kerap didengungkan di
televisi sebagai cara menyelamatkan
Indonesia, masih sebatas jargon.
Pemerintah tidak pernah sungguh-
sungguh memerhatikan peran
perempuan dalam mencapai tujuan
MDG, yakni dengan mengurangi
separuh kemiskinan dan kelaparan
ekstrem hingga penyebaran HIV / AIDS
pada 2015, walaupun tujuh dari delapan
tujuan MDG berkaitan dengan
perempuan. Padahal tujuan ketiga
MDG adalah “mempromosikan
kesetaraan gender dan memper-
dayakan perempuan.”

“Jumlah perkawinan dini, meskipun
turun, tetap harus dihapuskan sebab
melanggarhak asasi,” kata Saparinah.
Dia juga mempertanyakan
minimnya perhatian pemerintah dalam
mengatasi gizi buruk pada anak balita
dan menurunkan angka kematian ibu
melahirkan. Kedua hal itu mengindi-
kasikan rendahnya pendidikan dan
kemiskinan, dua hal yang ingin
dikurangi melalui MDG.

Peran Pengarang Wanita

Pengarang perempuan harus
menjadi agen perubahan sosial, dalam
pembelaan terhadap nasib perempuan,
melalui karya mereka. Karya sastra
pengarang perempuan ini juga harus
mampu mendekonstruksikan tafsir-
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Pendapat itu diur
ketua Yavasan Puar
Negara Sinta
Nurivah Wahid, dalam pemb

seminar bertema Perempuan dan
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Agama dalam Sastra; pengalaman
Indonesia dan Kanada,

di i,’)}',}voc
Kamis (22/3)

‘Hampir tidak ada perubahan sosial
vang lepas dari pengaruh sastrawan, me
kata Sinta. Pendekatan sastra kerap -
digunakan dalam menyebarluaskan
suatu ajaran agama. '\«kn‘gr:! Sinta, hal
itu membuktikan bahwa sastra mampu
berperan dalam diseminasi politik dan
ideologi.

la memberi contoh pada masa pra-
Revolusi Perancis, sosialisasi nilai-nilai
kebebasan dan persamaan
disampaikan lewat puisi dan cerita
Sinta mengingatkan, sastrawan juga
rentan terhadap fungsi agen
kekuasaan. Karya sastra juga dapat
berfungsi sebagai instrumen pelindung
status quo “Mereka
memunculkan karya-karya yang
melestasrikan budaya patriarkat,” kata
Sinta.

dapat
Menuru
tengah 1

lebih

Oleh sebab itu, pemunculan Gunawan
pengarang perempuan harus menjadi
kesempatan untuk melakukan
perubahan sosial.

Caranya, dengan

menyebarkan nilai-
nilai yang melawan
budaya patriarkat
dan berempati pada
nasib perempuan
Pendapat lain
muncul dari Maman
S Mahayana, dosen
di Fakultas Ilmu

Lain-lain

15%

Aborsi memberi kontribusi 11% pada
AKI, (Depkes, 2000), 11-17%
(Herdayati) dan 50% (Azrul Azwar,
2003)

@ (nsiden Aborsi 2 juta/tahun (Studi
Utomo dkk, 2001) di 9 provinsi dan 9
kdbupaten

@ Studi YKP tahun 2001-2002 dari 9 ®
provinsi dan 9 klinik: Aborsi dilakukan
oleh 87% ibu rumah tangga sebagian
besar karena kegagalan K8 (responden
1646 orang)

& Hambatan aborsi aman: UU Kes 23
tahun 1992, KUHP 346-349

> Kesehatan reproduksi remaja terabaikan

Remaja usia 10-24 tahun: 30,2%
@ pendeduk

@ 10% remaja usia 15-19 tahun sudzh
mempunyai seorang anak

@ Remaja usia 15-19 tahun menikah,
mengalami kematian 2-4 kali daripada
menikah usia di atas 20 tahun

& Usia remaja 1 kali aktif secara seksual
bergeser ke usia lebih muda

tus | 688
& Pendidikan Kespro remaja belum Status i
Kawn

diterima

Sumber: Anita Rahman, M Hum, Yayasan Kesehatan Perempuan
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